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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemahaman peraturan 

perpajakan, tarif pajak, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap 

kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Pekanbaru. Kepatuhan pajak menjadi isu 

penting dalam optimalisasi penerimaan daerah, khususnya dari sektor pajak 

restoran yang merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui 

penyebaran kuesioner kepada wajib pajak restoran yang terdaftar di Badan 

Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Teknik analisis data yang digunakan adalah 

regresi linear berganda dengan bantuan software SPSS. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa secara parsial pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak, 

sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Nilai signifikansi masing-masing 

variabel berada di bawah 0,05, yang berarti hipotesis penelitian diterima. 

Penelitian ini memperkuat teori compliance dan planned behavior dalam konteks 

perpajakan, serta memberikan implikasi praktis bagi pemerintah daerah untuk 

terus meningkatkan sosialisasi, kejelasan kebijakan tarif, dan penegakan sanksi 

secara adil guna mendorong kepatuhan pajak yang optimal. 

Kata Kunci:  Kepatuhan Pajak, Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi  

Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pajak Restoran, PAD, Pekanbaru. 
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ABSTRACT 

This study aims to analyze the influence of understanding tax regulations, tax 

rates, tax sanctions, and taxpayer awareness on restaurant taxpayer compliance 

in Pekanbaru City. Tax compliance is a crucial issue in optimizing regional 

revenue, particularly from the restaurant tax sector, which is a source of Regional 

Original Income (ROI). This study employed a quantitative approach with a 

survey method by distributing questionnaires to restaurant taxpayers registered 

with the Pekanbaru City Regional Revenue Agency. The data analysis technique 

used was multiple linear regression with the aid of SPSS software. The results 

indicate that partial understanding of tax regulations, tax rates, tax sanctions, and 

taxpayer awareness have a positive and significant effect on restaurant taxpayer 

compliance. The significance value for each variable is below 0.05, indicating 

that the research hypothesis is accepted. This study strengthens the theory of 

compliance and planned behavior in the context of taxation and provides 

practical implications for local governments to continue improving socialization, 

clarifying tariff policies, and enforcing sanctions fairly to encourage optimal tax 

compliance. 

Keywords:  Tax Compliance, Tax Understanding, Tax Rates, Tax Sanctions, 

Taxpayer Awareness, Restaurant Tax, PAD, Pekanbaru. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Salah satu sumber penerimaan pemerintah daerah adalah Pendapatan Asli 

Daerah (PAD). PAD diharapkan dapat menjadi salah satu solusi bagi pendanaan 

daerah dan penyangga utama dalam membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah 

daerah. Sumber PAD sebagaimana diatur dalam Peraturan Mentri Dalam Negeri 

Nomor 13 Tahun 2006 adalah pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator untuk 

mengukur kemampuan dan kemandirian keuangan suatu daerah. Menurut 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah 

pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. 

Upaya peningkatan PAD melalui pajak ataupun retribusi daerah akan berhasil bila 

pemerintah daerah menunjukan itikad yang sungguh-sungguh untuk 

meningkatkan pelayanan publik. Peningkatan pelayanan publik ini tercermin 

dengan meningkatkan proporsi belanja pembangunan (Handayani & Istiza  2025). 

Pemerintah daerah mengomptimalkan PAD melalui peningkatan 

penerimaan pajak daerah Pemungutan pajak daerah di Indonesia diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah. Dalam Undang-Undang ini, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada 

daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 
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berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung 

dan digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat.  

Pajak daerah memberikan pemerintah daerah peningkatan pendapatan asli 

daerah. Pemerintah akan memulai upaya insentif menyadarkan setiap wajib pajak 

membayar pajak (Siregar,dkk; 2017). Upaya dalam meningkatkan pendapatan asli 

daerah dapat dilakukan melalui peningkatan sumber daya yang ada dan sarana 

prasana serta meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak daerah dengan 

memaksimalkan potensi. Salah satu pajak daerah adalah pajak restoran (Charisma 

& Zakaria, 2022). 

Pajak daerah memegang peran penting dalam mendorong kemajuan  

pembangunan di tingkat daerah. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola 

dan mengoptimalkan penerimaan dari pajak daerah merupakan bagian dari 

pelaksanaan otonomi daerah, yang mencerminkan kemandirian dalam mengatur 

dan mengelola urusan pemerintahannya sendiri. Optimalisasi potensi pajak daerah 

perlu terus ditingkatkan agar kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) meningkat, sehingga ketergantungan terhadap pemerintah pusat dapat 

diminimalisasi. Pajak daerah juga berperan penting dalam pembiayaan 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, guna memperkuat otonomi 

daerah yang efektif dan bertanggung jawab. 

 Sumber pendapatan daerah antara lain yaitu pajak daerah yang merupakan 

suatu bentuk iuran paksa kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau 

badan tanpa menerima balasan secara langsung dan dipergunakan sebesar-

besarnya untuk keperluan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dalam 
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Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2016, pajak daerah terbagi menjadi dua 

macam yaitu pajak daerah provinsi dan pajak daerah kabupaten/kota.  

Berikut data realisasi penerimaan pajak daerah pemerintahan di kota 

pekanbaru dari tahun 2020 hingga tahun 2024.  

Tabel 1.1 Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Pemerintahan 

Kota  

Tahun Target Realisasi Persentase (%) 

2020 821.026.841.929 537.808.483.141  65,5 % 

2021 832.906.981.210 587.334.918.452 70,5 % 

2022 742.850.000.000 719.420.000.000 96,85 % 

2023 838.720.000.000 784.910.000.000 93,58 % 

2024 850.880.000.000 822.840.000.000 96,71 % 

Sumber: Badan pendapatan daerah kota pekanbaru 2024 

Berdasarkan Tabel 1.1, terlihat bahwa selama periode 2020–2024, 

pemerintah Kota Pekanbaru menetapkan target penerimaan pajak daerah yang 

terus mengalami dinamika. Namun, capaian realisasi terhadap target yang 

ditetapkan belum sepenuhnya optimal. Misalnya, pada tahun 2020, dari target 

sebesar Rp821.026.841.929, realisasi yang berhasil dicapai hanya sebesar 

Rp537.808.483.141 atau sekitar 65,5%. Hal ini menunjukkan selisih yang cukup 

besar antara target dan realisasi. 

Walaupun terdapat peningkatan pada tahun-tahun berikutnya, seperti pada 

tahun 2022 yang mencatatkan persentase realisasi mendekati target sekitar 

96,85%, namun secara keseluruhan masih terdapat tantangan dalam memenuhi 

target yang telah ditetapkan. Tahun 2024 mencatatkan realisasi sebesar 

Rp.822.840.000.000 dari target Rp. 850.880.000.000, yang berarti hanya sekitar 

96,71% dari target yang berhasil direalisasikan. 
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Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, terdapat beberapa 

jenis Pajak Daerah, salah satunya adalah pajak restoran. Meskipun Kota 

pekanbaru bukan merupakan daerah tujuan wisata utama, jumlah restoran di kota 

ini tergolong cukup banyak. Hal tersebut sejalan dengan meningkatnya kebutuhan 

masyarakat akan rumah makan atau restoran, sehingga membuka peluang yang 

besar bagi perkembangan sektor kuliner. Banyaknya restoran di Kota pekanbaru 

berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang 

selanjutnya dimanfaatkan untuk membiayai berbagai kebutuhan pengeluaran 

daerah. 

Pajak restoran merupakan salah satu jenis pajak daerah yang menjadi 

sumber pendapatan bagi pemerintah daerah. Pajak restoran dikenakan atas 

layanan yang disediakan oleh restoran (Ariana, 2019). Objek dari pajak ini 

mencakup seluruh bentuk pelayanan yang diberikan dengan pembayaran  di 

tempat restoran, bar, kafe, rumah makan, prasmanan, kantin, kedai  nasi/ kopi. 

Cakupan  layanan tersebut termasuk penjualan makanan dan minuman yang 

dikonsumsi di tempat maupun yang dibawa pulang (take away) atau diantar ke 

konsumen. Tarif pajak restoran adalah sebesar 10% ( sepuluh persen) dari dasar 

pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada 

restoran ( peraturan daerah kota pekanbaru Nomor 6 Tahun 2018). 

Kepatuhan wajib pajak adalah  kegiatan pemenuhan kewajiban perpajakan 

yang dilakukan wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. 

Kepatuhan pajak merujuk pada kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan 

perpajakan, meliputi pelaporan, pembayaran, dan pencatatan yang sesuai dengan 
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undang-undang. Konsep ini dapat dipahami dalam dua konteks  sebagai upaya 

manajemen risiko pajak maupun sebagai ketaatan penuh terhadap hukum 

perpajakan. Selain itu, kepatuhan pajak dipengaruhi oleh faktor psikologis dan 

ekonomi, termasuk hubungan antara otoritas pajak dan wajib pajak, yang 

bersama-sama membentuk perilaku kepatuhan (Tsaregradskaya, 2021). 

Pengaturan mengenai pajak restoran di Kota Pekanbaru tercantum dalam 

Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2018, yang 

menetapkan tarif pajak restoran sebesar 10%. Dengan adanya ketentuan ini, 

pendapatan dari sektor kuliner, khususnya restoran, menjadi salah satu sumber 

penerimaan yang signifikan bagi daerah. Perkembangan penerimaan pajak 

restoran oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru dapat dilihat 

pada Tabel 1.2, yang menyajikan data target dan realisasi penerimaan pajak 

restoran dari tahun 2020  hingga 2024. 

Tabel 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran 

Tahun Target Penerimaan (Rp) Realisasi Penerimaan (Rp) Persentase (%) 

2020 164.141.248.298 80.931.621.224 49,31 % 

2021 82.700.000.000 78.009.049.131 94,3 % 

2022 119.050.000.000 109.685.684.331 92,1 % 

2023 134.000.000.000 126.233.444.897 94,2 % 

2024 127.609.207.055 117.947.255.620 92,4 % 

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, 2024 

Pada tahun 2020, realisasi penerimaan pajak restoran di Kota Pekanbaru 

mencapai Rp 80.931.621.224, tidak mencapai target yang ditetapkan sebesar Rp 

164.141.248.298. Kemudian pada tahun 2022, realisasi penerimaan mengalami 

peningkatan menjadi Rp 109.685.684.331, Peningkatan target penerimaan pajak 

restoran selama periode 2022–2024 ini disebabkan oleh adanya kenaikan target 
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penerimaan pada tahun 2022. Kenaikan target tersebut ditetapkan oleh Badan 

Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru berdasarkan potensi pertumbuhan sektor 

restoran yang semakin pesat, sehingga turut mendorong peningkatan jumlah wajib 

pajak dan penerimaan pajak dari sektor tersebut.  

Salah satu sumber penting dalam  mendukung pembangunan daerah adalah 

penerimaan pajak daerah. Namun, seiring meningkatnya target penerimaan yang 

ditetapkan pemerintah daerah, realisasi penerimaan pajak masih belum mencapai 

100%. Hal ini disebabkan oleh masih adanya pelaku usaha, khususnya pengusaha 

restoran, yang belum patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Tingkat 

kepatuhan yang rendah ini menjadi persoalan yang cukup serius, karena 

ketidakpatuhan dapat memicu tindakan penghindaran pajak yang pada akhirnya 

merugikan daerah itu sendiri. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak, khususnya di sektor restoran, menjadi sangat penting 

dalam rangka mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mendukung 

pelaksanaan otonomi daerah secara berkelanjutan. 

Sektor usaha restoran merupakan salah satu kontributor utama dalam 

penerimaan pajak daerah, khususnya melalui pajak restoran. Tingginya aktivitas 

konsumsi masyarakat di bidang kuliner menjadikan sektor ini sebagai potensi 

strategis dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, tingkat 

kepatuhan pengusaha restoran terhadap kewajiban perpajakan masih menjadi 

tantangan yang perlu mendapat perhatian serius. Berikut tabel 1.3, keterangan 

kepatuhan pelaporan pajak restoran di kota pekanbaru 
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Tabel 1.3 Kepatuhan Pelaporan Pajak Restoran di Kota Pekanbaru 

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, 2024 

Tabel 1.3 menunjukkan data mengenai kepatuhan pelaporan pajak restoran 

di Kota Pekanbaru selama lima tahun terakhir (2020–2024). Data tersebut 

mencerminkan jumlah  restoran yang terdaftar, restoran yang patuh melapor, dan 

restoran yang tidak patuh (belum melapor). Secara umum, terdapat fluktuasi 

dalam jumlah restoran yang patuh dari tahun ke tahun. Misalnya, pada tahun 

2020, dari 1.201 restoran yang terdaftar, sebanyak 901 restoran atau sekitar 75% 

dinyatakan patuh. Namun, pada tahun 2021, tingkat kepatuhan menurun menjadi 

hanya 573 restoran patuh dari 1.273 restoran terdaftar, atau 45%. 

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah restoran yang terdaftar 

cenderung meningkat, tingkat kepatuhan pelaporan tidak selalu sejalan dengan 

peningkatan tersebut. Bahkan pada tahun 2024, tercatat 228 restoran tidak patuh 

atau belum melaporkan pajaknya. Fakta ini mengindikasikan masih adanya 

permasalahan dalam implementasi kewajiban pelaporan pajak, baik dari sisi 

Tahun Restoran 

Terdaftar 

Restoran  

Melapor 

Presentase 

(%) 

Restoran 

Tidak 

Melapor 

Presentase 

(%) 

2020 1.201 901 75 % 300 25 % 

2021 1.273 573 45 % 700 55 % 

2022 1.437 1.037  72,1 % 400 27,8 % 

2023 1.428 1.128 78,9 % 300 21 % 

2024 1.428 1.200 84 % 228 16 %  
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kesadaran wajib pajak, pemahaman terhadap peraturan perpajakan, maupun 

efektivitas pengawasan dan penegakan hukum oleh otoritas pajak daerah. 

Pemahaman terhadap peraturan perpajakan memiliki peran krusial dalam 

mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak. Ketika wajib pajak memiliki 

pemahaman yang baik mengenai peraturan perpajakan, mereka cenderung lebih 

taat karena menyadari hak, kewajiban, serta konsekuensi hukum yang dapat 

diterima jika terjadi pelanggaran. Berdasarkan penelitian sebelumnya, diketahui 

bahwa pemahaman yang mendalam atas peraturan perpajakan secara signifikan 

berkontribusi pada peningkatan kepatuhan, terutama dalam sektor formal seperti 

perusahaan besar (Karlina & Ethika, 2021). 

Wajib pajak perlu memiliki pemahaman yang memadai mengenai 

peraturan perpajakan agar dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik. 

Upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak menuntut pemerintah untuk terus 

bekerja mencapai target pemungutan pajak. Mengingat peran penting pajak dalam 

pembangunan negara, diharapkan muncul pemahaman yang lebih baik tentang 

peraturan pajak, kesadaran wajib pajak, penerapan sanksi, kondisi keuangan, dan 

transparansi perpajakan.  Pemahaman atas peraturan perpajakan adalah proses di 

mana wajib pajak dapat mengerti secara jelas mengenai aturan-aturan dalam 

sistem perpajakan yang berlaku saat ini. Wajib pajak yang kurang memahami 

peraturan pajak cenderung menjadi wajib pajak yang tidak patuh (Lovihan, 2016). 

Hasil penelitian As'ari & Erawati (2020) mengenai pemahaman peraturan 

perpajakan berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak 
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memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-undang serta tata cara 

perpajakan yang berlaku dan menerapkannya untuk melaksanakan kegiatan 

perpajakan seperti, membayar pajak tepat waktu, melaporkan SPT, dan lain 

sebagainya. Hal tersebut tidak sejalan dengan penelitian (Wijaya, 2021) dan 

(Raharjo, 2020) yang menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.  

Tarif pajak adalah dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk 

menentukan jumlah pajak yang diberikan oleh suatu objek pajak, dimana dimensi 

atau indikator tarif pajak adalah tarif pajak yang tinggi akan memudahkan dalam 

memperoleh penerimaan negara dan bagi masyarakat selaku wajib pajak tentu hal 

ini akan memberatkan dikarenakan akan mengurangi kemampuan anggarannya 

dalam memenuhi segala kebutuhannya (Deo dkk, 2022). 

Dan tarif pajak juga merupakan untuk menentukan besarnya pajak yang 

wajib dibayarkan,tarif pajak memiliki hubungan yang erat dengan fungsi pajak, 

salah satunya fungsi mengatur (regulerend) yang dimana fungsi tersebut sebagai 

kebijakan dan usaha pemerintahan untuk mengatur perekonomian negara, 

sehingga besarnya tarif pajak yang ditetapkan dalam undang-undang perpajakan 

didasarkan pada keadaan perekonomian negara.  

Banyak faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam 

melaporkan dan membayar pajak terutangnya, diantaranya adalah kurangmya 

pemahaman wajib pajak terhadap peraturan pajak, tingginya tarif  pajak dan 

rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak (Abdillah,2022). 
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Pemerintahan kota (pemko) pekanbaru menyesuaikan nilai tarif sejumlah 

objek pajak berdasarkan peraturan daerah (perda) Nomor 1 Tahun 2024, adapun  

tarif pajak yang telah diterapkan yaitu:  

Tabel 1.4 Tarif Pajak Pemerintahan Kota Pekanbaru 

No. Klasifikasi Pajak Tarif Pajak 

1 Hotel 10% 

2 Restoran  10% 

3 Hiburan  45% 

4 Reklame  25% 

5 Penerangan jalan (PPJ) 1,5% 

6 Sarang walet 10% 

7 Parkir  10% 

Sumber: Badan pendapatan daerah  kota pekanbaru 2024 

Pajak Hotel dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, seperti 

penyediaan kamar, fasilitas makan dan minum, laundry, serta layanan tambahan 

lainnya, dengan tarif sebesar 10% dari jumlah pembayaran yang diterima hotel. 

Pajak Restoran dikenakan atas pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman 

di restoran, rumah makan, kafe, bar, hingga katering, dengan tarif sebesar 10% 

dari jumlah pembayaran yang diterima dari konsumen. Pajak Hiburan dikenakan 

atas penyelenggaraan hiburan seperti konser musik, bioskop, diskotek, karaoke, 

spa, hingga pameran, dengan tarif sebesar 45% dari jumlah pembayaran yang 

diterima penyelenggara hiburan. Pajak Reklame dikenakan atas penyelenggaraan 

reklame, yaitu media atau alat untuk memperkenalkan atau mempromosikan suatu 

produk, jasa, atau orang, dengan tarif sebesar 25% dari nilai sewa reklame atau 

nilai lain yang sejenis. Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dikenakan atas penggunaan 

tenaga listrik, baik dari PLN maupun non-PLN, dengan tarif sebesar 1,5% dari 

jumlah tagihan listrik yang dibayarkan oleh konsumen. Pajak Sarang Burung 



 
11 

 

 

Walet dikenakan atas kegiatan pengambilan dan/atau penjualan sarang burung 

walet, dengan tarif sebesar 10% dari nilai jual sarang burung walet. Pajak Parkir 

dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan yang dikelola 

oleh pihak swasta atau badan usaha, dengan tarif sebesar 10% dari jumlah 

pembayaran parkir yang diterima. 

Hasil penelitian  Cahyani & Noviari  (2019), menyatakan bahwa Tarif 

pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh, (Ariyanto & Nuswantara, 2020), dan (Deo, dkk, 2022). Tarif 

pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Maka 

tinggi dan rendahnya tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar  

pajak serta aspek terendah yang dinilai kurang memotivasi wajib pajak dalam 

membayar pajak adalah berkenan dengan masalah tarif pajak. 

Selain pemahaman peraturan pajak dan tarif pajak, tingkat kepatuhan 

dalam memenuhi kewajiban perpajakan juga dipengaruhi oleh keberadaan sanksi 

pajak. Sanksi merupakan instrumen yang digunakan untuk mendorong individu 

agar menaati peraturan, sebagaimana dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (1997:878), bahwa sanksi adalah  tindakan memaksa seseorang untuk 

tunduk pada ketentuan undang-undang.  

Dalam konteks perpajakan, sanksi berfungsi sebagai bentuk hukuman 

finansial terhadap pelanggaran ketentuan perpajakan. Untuk menjamin kepatuhan 

terhadap peraturan, termasuk dalam hukum pajak, sanksi perlu ditegakkan. Dalam 

sistem perpajakan, terdapat dua jenis sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi 

pidana. Sanksi administrasi dapat berupa denda, bunga, dan kenaikan. Pengenaan 
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sanksi ini merupakan konsekuensi atas tidak dipenuhinya kewajiban perpajakan 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Efektivitas sanksi dalam mendorong 

kepatuhan wajib pajak tercermin dari adanya kepatuhan yang muncul karena rasa 

takut terhadap konsekuensi hukum atas pelanggaran pajak (Devano dan Rahayu, 

2006:112). Dengan demikian, sanksi perpajakan berperan sebagai alat preventif 

agar wajib pajak tidak melanggar ketentuan yang berlaku, sekaligus sebagai 

dorongan untuk meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak daerah. 

Hasil penelitian Rusmadi (2017) mengenai sanksi pajak menunjukkan 

bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi 

pajak mampu membuat penerimaan negara meningkat drastis. Hal tersebut 

didukung oleh penelitian (Ngadiman & Huslin 2015) bahwa sanksi pajak 

berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut tidak sesuai 

dengan penelitian Winerungan (2017) yang menyatakan sanksi pajak berpengaruh 

negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.  

Selain aspek pemahaman peraturan, tarif pajak, dan sanksi pajak, 

kesadaran pajak menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi kepatuhan 

wajib pajak. Kesadaran pajak mencerminkan kesediaan individu atau badan usaha 

untuk berkontribusi kepada negara melalui pembayaran pajak secara sukarela. 

Tingkat kesadaran ini umumnya terbentuk melalui program sosialisasi perpajakan 

yang efektif dan adanya kepercayaan terhadap pemerintah Kesadaran pajak 

merujuk pada pemahaman, perhatian, dan sikap positif dari individu atau 

kelompok terhadap pentingnya kontribusi pajak sebagai sumber pendanaan 

negara. Hal ini melibatkan pengetahuan tentang peraturan perpajakan, kemauan 
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untuk memenuhi kewajiban pajak, serta apresiasi terhadap peran pajak dalam 

mendukung pembangunan masyarakat (Fuad & Khusfiyah, 2019). 

Hasil Penelitian Mulyati, dkk (2023) menyatakan bahwa kesadaran wajib 

pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya kesadaran 

wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak 

yang bermanfaat pajak bagi Negara sebagai salah satu sumber pendapatan Negara. 

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Raharji 

dan Biettant, 2018) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh 

signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak  

Penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa kesadaran pajak berperan 

signifikan dalam meningkatkan kepatuhan, baik pada wajib pajak perseorangan 

maupun korporasi (Afrida & Kusuma, 2021). 

Masalah  ketidakpatuhan wajib pajak daerah masih menjadi masalah serius 

bagi Pemerintah Kota Pekanbaru. Hal ini terlihat dari tindakan tegas Badan 

Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru yang menyegel puluhan objek 

pajak, termasuk reklame dan restoran, akibat tidak memenuhi kewajiban 

perpajakan sesuai ketentuan. Pada Juni 2025, Bapenda menemukan adanya 

praktik manipulasi laporan omzet serta keterlambatan dan ketidakpatuhan dalam 

pembayaran pajak oleh sejumlah pelaku usaha (https://www.detik.com) 

Berdasarkan hasil inspeksi di lapangan, terdapat sedikitnya 30 restoran 

yang tidak membayarkan pajak sesuai dengan omzet riil yang mereka peroleh. 

Selain itu, beberapa restoran bahkan belum terdaftar sebagai wajib pajak, 

sehingga tidak memiliki legalitas dalam pelaporan pajak daerah. Temuan ini 
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menunjukkan bahwa tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, khususnya 

pelaku usaha restoran, masih rendah. 

Pemerintah Kota Pekanbaru menegaskan komitmennya untuk 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui pengawasan rutin, pendataan 

langsung, serta penegakan sanksi administratif berupa penyegelan terhadap objek 

pajak yang tidak taat aturan. Upaya ini dilakukan untuk memastikan pelaporan 

omzet yang lebih transparan dan pembayaran pajak yang sesuai dengan ketentuan 

peraturan perpajakan daerah. 

Masalah tersebut menggambarkan adanya kesenjangan antara regulasi 

yang berlaku dengan tingkat kepatuhan wajib pajak di lapangan. Kondisi ini dapat 

berdampak pada optimalisasi penerimaan pajak daerah, sehingga diperlukan 

penelitian untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib 

pajak serta peran pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan tersebut. 

Penelitian ini merupakan replika dari penelitian yang dilakukan oleh Venni 

yolanda, dkk (2023) dengan judul “Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Tarif 

Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran 

(Studi Kasus Pada Restoran Di Kota Medan)”. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa Pemahaman Peraturan pajak dan kesadaran wajib pajak secara parsial tidak 

berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak restoran sedangkan tarif 

pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak restoran, tapi 

seluruh variabel yang terdiri dari pemahaman peraturan pajak, tarif pajak dan 

kesadaran wajib pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan 

wajib pajak restoran. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu 
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adalah variabel penelitian dimana dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

variabel sanksi pajak dan tempat penelitian, dimana tempat atau objek penelitian 

ini dilakukan di Restoran di kota Pekanbaru. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas penulis tertarik untuk 

mengemukakan judul mengenai “pengaruh pemahaman peraturan  

perpajakan, tarif pajak, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap 

kepatuhan wajib pajak restoran (studi kasus pada restoran di kota 

pekanbaru)” 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat disusun rumusan masalah dalam 

penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Apakah pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak, sanksi pajak dan 

kesadaran wajib pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan 

wajib pajak restoran di kota pekanbaru? 

2. Apakah pemahaman peraturan perpajak berpengaruh terhadap kepatuhan 

wajib pajak restoran di kota pekanbaru? 

3. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran 

di kota pekanbaru? 

4. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 

restoran di kota pekanbaru? 

5. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak restoran di kota pekanbaru? 
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1.3 Tujuan penelitian dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pemahaman peraturan 

perpajakan, tarif pajak, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak 

berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di 

kota pekanbaru.  

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pemahaman peraturan 

perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di kota pekanbaru. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh tarif pajak terhadap 

kepatuhan wajib pajak restoran di kota pekanbaru.  

4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap 

kepatuhan wajib pajak restoran di kota pekanbaru. 

5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak 

terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di kota pekanbaru. 

1.3.2  Manfaat Penelitian 

  Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi penulis 

Penelitian ini dapat menambah ilmu dan wawasan serta pengetahuan 

dalam bidang perpajakan khususnya mengenai pemahaman peraturan, tarif 

pajak dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan pajak restoran. Penelitian 

ini juga bermanfaat dalam memberikan informasi dan juga dapat 
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mengasah kemampuan peneliti dalam meyelesaiakan masalah sehingga 

bermanfaat diwaktu yang akan datang.  

2. Bagi wajib pajak restoran  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran dan menjadikan wajib pajak 

dalam mematuhi kewajiban membayar pajak sesuai dengan aturan yang 

berlaku dan yang mengenai pemahaman peraturan pajak, tarif pajak dan 

kesadaran pajak. 

3. Bagi penulis selanjutnya  

Diharapkan bisa digunakan untuk bahan referensi dalam penelitian yang 

akan dilakukan berkaitan dengan kepatuhan pajak restoran di kota 

pekanbaru 

1.4 Sistematika penulisan 

 Berikut adalah sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitia,  

yaitu: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

  Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan     

  penelitian, manfaat yang didapat dari penelitian untuk  

  pihak-pihak terkait serta sistematika penulisan. 

BAB II : TELAAH PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN    

  HIPOTESIS 

 Bab ini berisi landasan teori dan konsep apa yang akan           

digunakan sebagai refrensi untuk melakukan penelitian,  
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penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan dalam 

pembentukan hipotesis, kerangka pemikiran yang akan 

menjelaskan mengenai garis besar penelitian ini, dan 

pengembangan hipotesis yang digunakan di penelitian ini. 

 BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi variabel penelitian dan definisi operasional 

variabel, populasi dan sampel dalam penelitian, jenis dan 

sumber data, metode pengumpulan data yang digunakan di 

penelitian. 

 BAB IV : GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN 

Bab ini berisi gambaran tentang obyek penelitian seperti  

sejarah singkat, struktur organisasi dan aktifitas umum dari 

obyek penelitian tersebut. 

 BAB V  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang hasil analisis dari penelitian dan 

merupakan penjelasan dari hasil analisis yang didasari oleh 

teori-teori sehingga merupakan jawaban dari rumusan 

masalah yang telah dirumuskan. 

 BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan 

memberikan masukan berdasarkan temuan dari hasil 

penelitian.  
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pemahaman 

peraturan perpajakan, tarif pajak, sanksi pajak,  dan kesadaran wajib pajak 

terhadap kepatuahan wajib pajak restoran di kota pekanbaru, maka dapat diambil 

kesimpulannya sebagai berikut: 

1. Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan 

wajib pajak restoran di kota pekanbaru. Pemahaman peraturan perpajakan 

dinyatakan cukup baik karena semakin tinggi pengetahuan tentang pajak 

dan semakin besar juga besar dorongan wajib pajak untuk membayar pajak 

maka akan meningkatkan kepatuhan pajak. 

2. Tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di 

kota pekanbaru. Tarif pajak dinyatakan cukup baik karena semakin adil 

dan wajar tarif pajak yang dikenakan, maka akan semakin meningkatkan 

tingkat kepatuhan wajib pajak. Persepsi wajib pajak terhadap tarif yang 

proporsional mendorong kesediaan mereka untuk membayar pajak secara 

benar dan tepat waktu 

3. Sanksi  pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran 

di kota pekanbaru. Sanksi pajak dinyatakan cukup baik karena semakin 

tegas, konsisten, dan jelas penerapan sanksi perpajakan, maka akan 

semakin mendorong wajib pajak untuk patuh dalam melaksanakan 

kewajiban perpajakannya.  
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4. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib 

pajak restoran di kota pekanbaru. Kesadaran wajib pajak dinyatakan cukup 

baik karena menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak 

dalam memahami pentingnya pajak bagi negara dan tanggung jawabnya 

sebagai warga negara, maka semakin besar kecenderungan mereka untuk 

patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. 

5. Pemahaman peraturan perpajakan, Tarif pajak, Sanksi  pajak, dan 

Kesadaran wajib pajak secara simultan berpengaruh positif terhadap 

kepatuhan wajib pajak restoran di kota pekanbaru. Pengaruh ini terjadi 

karena keempat faktor tersebut merupakan faktor yang saling berhubungan 

dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 

6.2 SARAN 

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka saran yang dapat diberikan terkait 

pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak, sanksi pajak, dan kesadaran wajib 

pajak terhadap kepatuhan wajib  pajak restoran di Kota Pekanbaru adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagı Wajib Pajak 

Bagi wajib pajak disarankan untuk lebih meningkatkan kepatuhan dalam 

melaksanakan kewajibannya karena pajak merupakan sumber penerimaan 

negara yang sangat penting 

2. Bagı Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 

Sebagai wakıl dari pemerintah, Bapenda dapat bekerja lebih proaktif dan 

komunikatif kepada para wajib pajak serta mengutamakan kepentingan 
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wajib pajak, sehingga kasus-kasus yang sudah terjadi tidak akan terulang 

dan wajib pajak tidak akan merasa keberatan untuk membayar pajak 

3. Bagi Pemerintah 

Pemerintah disarankan agar lebih mengoptimalısasıkan kegiatan 

penyuluhan, pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap wajib pajak 

mengenai peraturan maupun perkembangan terbaru dari pelaksanakan 

kewajiban oleh wajib pajak 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan objek pajak yang 

cakupannya lebih luas daripada Kotamadya seperti Provinsi Selain tu, 

peneliti selanjutnya dapat menambah variabel independen lainnya seperti 

pengetahuan perpajakan, sosialisası Perpajakan, omset dan sebagainya 
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